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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Mediasi dalam UU PPHI memiliki aturan yang berbeda dengan UU AAPS. Adanya 

perbedaan tersebut memerlukan adanya penertiban dalam sistem hukum di Indonesia 

mengenai mekanisme mediasi. UU PPHI menempatkan mediasi sebagai bagian dari upaya 

hukum untuk dapat menggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial, sementara UU 

AAPS mengatur mediasi sebagai metode alternatif dari litigasi. dari hasil penelitian oleh 

penulis, didapat bahwa perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi 

aturan di dalam hukum positif Indonesia tentang mediasi. Terlebih lagi, kedua Undang-

Undang tersebut memiliki ruang lingkup sengketa yang juga sama, yaitu sama-sama 

mengatur mengenai penyelesaikan sengketa perdata.  

 

Perbedaan mendasar antara mediasi dalam UU PPHI dengan mediasi dalam UU AAPS, yaitu 

dalam hal metode mediasi sebagai proses lanjutan ke jalur litigasi. Apabila mediasi dalam 

UU AAPS gagal tercapai kesepakatan, maka sengketa atau beda pendapat perdata akan 

dilanjutkan ke lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Beda halnya dengan mediasi dalam 

UU PPHI, mediasi merupakan bagian dalam proses penyelesaian sengketa ke jalur litigasi 

atau Pengadilan. Dalam mediasi menurut UU PPHI, para pihaknya tidak memiliki kebebasan 

untuk memilih penyelesaian sengketanya melalui jalur litigasi atau non-litigasi, melainkan 

para pihak diwajibkan untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi terlebih dahulu 

sebagai “tiket” untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur litigasi (Pengadilan 

Hubungan Industrial). 

 

Saat ini, mediasi menurut UU PPHI merupakan mekanisme eksekutif untuk mengawali 

penyelesaian sengketa sebelum para pihak berlanjut ke pengadilan. Mediasi yang dilakukan 

oleh eksekutif menyebabkan penyelesaian perkara yang tidak dilakukan melalui jalur 
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yudikatif, sehingga penyelesaian perselisihan melalui mediasi dapat menjadi tidak efektif. 

Seharusnya sesuai dengan konsep mediasi secara umum dan mediasi menurut UU AAPS, 

mediasi hubungan industrial menjadi lembaga alternatif penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial yang berdiri sendiri yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial.  

 

Maka dari itu demi penyelarasan UU PPHI dengan UU AAPS, mediasi hubungan industrial 

seharusnya menjadi mekanisme alternatif penyelesaian perselisihan. Apabila mediasi telah 

dipilih untuk menyelesaikan perselisihan, maka selanjutnya para pihak yang bersengketa 

akan mengesampingkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. 

Mediasi harus ditempatkan sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa.  

 

5.2. Saran 

 

Menurut rekomendasi dari penulis, Pemerintah secepatnya merevisi ulang UU PPHI, 

khususnya mengenai mekanisme mediasi agar terjadi harmonisasi dalam peraturan 

perundang-undangan PPHI. Dimulai dari melakukan perubahan konsep terhadap mekanisme 

mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai metode alternatif 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial.  

 

Pertama, dibuat terlebih dahulu lembaga mediasi berbentuk badan yudikatif yang seharusnya 

berperan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan 

melalui mediasi dapat dengan fokus memenuhi kebutuhan para pihak yang memilih jalur 

tersebut. Mediator hubungan industrial juga dapat memfokuskan dalam hal peningkatan 

kualitas mediatornya agar tercapai penguatan mekanisme mediasi hubungan industrial. 

Dalam hal tersebut, perlu adanya pembinaan mediator yang berkelanjutan dan mediator 

dilatih untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara yuridis. Syarat yang 

diperlukan agar dapat menjadi mediator hubungan industial ialah sarjana hukum yang 

memahami masalah ketenagakerjaan dan diharapkan dapat memberikan penyelesaian 

perselisihan yang dapat diterima dengan baik oleh para pihak.  
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Selanjutnya, pemerintah membuat peraturan yang berisi sanksi untuk mediator hubungan 

industrial apabila tidak bertugas sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh lembaga 

mediasi tersebut. Penerapan sanksi juga dapat diberlakukan apabila seorang mediator pada 

akhirnya memutuskan untuk melepas posisi atau jabatannya, karena dalam hal ini lembaga 

yudikatif mediasi hubungan industrial diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang efektif. Minimnya mediator hubungan industrial juga 

dapat menimbulkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tidak maksimal.   
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